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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap Jepang yang bersifat unilateral - khususnya

pada kebijakan perdagangan AS melalui penerapan Pasal 301 dari Undang-Undang Perdagangan AS Tahun

1974 - dalam upaya AS untuk mempertahankan industri semikonduktornya di pasar dunia. Tesis ini

mencoba mencari jawaban mengenai faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan AS

menerapkan kebijakan yang bersifat unilateral tersebut. Selain itu tesis ini juga menguraikan proses

negosiasi Amerika Serikat - Jepang guna menindaklanjuti sengketa dagang di bidang semikonduktor hingga

ditandatanganinya Perjanjian Semikonduktor di tahun 1986, yang memberikan nuansa tersendiri dalam

perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Reagan.

 

Konflik perdagangan AS - Jepang tersebut dilatarbelakangi oleh kemajuan industri Jepang di bidang

semikonduktor yang mulai membahayakan kepentingan ekonomi AS, terutama menurunnya pangsa pasar

bagi produk AS dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Tindakan yang diambil AS terhadap Jepang pun

akhirnya juga ditujukan melindungi industri strategisnya serta untuk mengamankan pasar AS di Jepang. 

 

Sehubungan dengan negosiasi antara AS dan Jepang, dapat dikatakan bahwa konstituen domestik AS sangat

terintegrasi dengan win-set yang dapat diratifikasi oleh mayoritas konstituen domestiknya. Sementara itu AS

berhadapan dengan Jepang yang memiliki win-set yang sangat berbeda, yang tidak didukung oleh sebagian

konstituen domestiknya (terutama manufaktur semikonduktor Jepang). Kepentingan pemerintah AS akan

ditandatanganinya suatu perjanjian kebetulan sejalan dengan kepentingan politis MITI. Dengan adanya

perjanjian tersebut, maka MITI akan memperoleh kembali pengaruhnya di industri domestiknya. Kesamaan

kepentingan antar pemerintah ini digabungkan dengan tekanan pemerintah AS (melalui gugatan dumping

dan Pasal 301), meningkatkan leverage AS sehingga pemerintah Jepang terpaksa menyetujui isi perjanjian

dengan AS walau sebagian domestik konstituennya menentang. Sebagai akibatnya, industri Jepang

membangkang, karena MITI tidak berhasil memaksa industrinya untuk mematuhi hasil perjanjian sehingga

akhirnya Jepang dikenakan sanksi pertamanya setelah Perang Dunia II.

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kepentingan dan motivasi AS memberlakukan Pasal 301

terhadap Jepang, terutama dalam rangka pemulihan perekonomian AS yang sedang memburuk serta

menganalisis proses negosiasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam penerapan Kebijakan Pasal 301

tersebut.

 

Dalam mendekati permasalahan, menggunakan kerangka pemikiran dari Lopez & Stohl mengenai interaksi

hubungan internasional; Nolstl mengenai tekanan ekonomi; Kissinger, Kegley & Wittkopf serta Lentner

mengenai perumusan kebijakan luar negeri suatu negara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; dan
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fide mengenai negosiasi serta Putnam dengan proses negosiasi melalui two-level games yang menunjukkan

adanya suatu keterkaitan antara kepentingan domestik dan negosiasi internasional.

 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan

data yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan internet yang berupa data sekunder.

 

Hasil dari penulisan ini adalah bahwa upaya AS untuk tetap mempertahankan kepemimpinannya dalam

industri semikonduktor ditempuh melalui kebijakan luar negeri yang bersifat unilateral dalam bidang

perdagangan melalui Pasal 301. Dari kasus semikonduktor ini, dapat dikatakan bahwa negosiasi baik di

tingkat domestik maupun internasional tidak dapat dianalisa secara terpisah, namun hasil negosiasi pada

Level I dan level II saling terkait dan saling mempengaruhi. Dapat juga ditambahkan bahwa bukan hanya

aktor pemerintah yang dapat "bermain" dalam two-level games, namun kelompok kepentingan di masing-

masing pihak juga mampu mempengaruhi dan menentukan win-set. Kelompok kepentingan tersebut juga

dapat bertindak sendiri dalam mengejar kepentingannya dan mempengaruhi hasil dari suatu perjanjian.


